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JUDUL ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANIJIAN KERJA PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

Ida Surya
Fakultas Hukum llmu Politik dan [Imu Sosial, Unversitas Mataram
Email : idasuryafhisipunram@gmail.com

ABSTRAK

Asas asas hukum perjanjian dalam perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar
negeri bertujuan untuk mengetahui penerapan asas asas hukum perjanjian dalam penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, dan melakukan perjanjiankerja dengan orang yang
tidak kita kenal serta faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran perjanjian kerja
penempatan TKI ke luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan kata lain
menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang undangan, keputusan Menteri, teori
hukum dan pendapat para ahli. Hasil penelitian penerapan asas asas hukum perjanjian dalam
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri belum dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan terjadi dalam penempatan PMI ke
luar negeri yang disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi, sosial, pendidikan ataupun psikologis
pada pihak calon PMI dalam perjanjian penempatan kerja yang mengakibatkan pengguna jasa
dalam hal ini melalui perusahaan penempatan PMI lebih dominan dalam menentukan syarat
syarat perjanjian penempatan kerja. Perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah Adhesie
Contracten. Kondisi perjanjian ini dimungkinkan mengingat KUHPerdata tidak menganut asas
Justuta Pretitum, sehingga tidak ada persyaratan yang mengharuskan terciptanya keseimbangan
antara prestasi kedua belah pihak, akibatnya banyak PMI yang diharuskan melaksanakan
pekerjaan yang identik dengan 4D vyaitu Dirdy (kotor), dan Gerous (bahaya), Demand
(permintaan), dan Death (mati) yang biasa terjadi dalam lingkungan kerja yang tertutup
(domistik). Faktor factor pelanggaran hukum terhadap TKI yang berada di luar negeri disebabkan

antara lain struktur pasar buruh yang ada di Indonesia.
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Kata kunci : asas asas hukum, Perjanjian Kerja, Pekerja Migran Indonesia (PMI).
PENDAHULUAN

Situasi dan kondisi buruh migran Indonesia dari tahun 1998 hingga saat ini tidak
mengalami perubahan yang berarti. Paradigma pemerintah yang masih menggap bahwa buruh
migran sebagai komuditas secara langsung atau tidak langsung telah menambah besarnya
peluang bagi semua pihak termasuk aparat pemerintah sendiri untuk mengambil keuntungan
dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tidak adanya dimensi kemanusiaan menyebabkan

jumlah pelanggaran Ham yang dialami buruh migrant Indonesia terus meningkat.

Perlindungan buruh terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri hanya
berhenti sampai retorika saja, Menurut data pada tahun 2024 Indonesia mengahadapi berbagai
pelanggaran seperti eksloitasi financial dan penipuan, dengan kerugian mencapai lebih dari 1.7
milliar rupiah, serta masalah terkait perdagangan orang. Pelanggaran juga mencakup
ketidakmampuan mengakses keadilan karena lemahnya penangganan kasus di tingkat
pemerintah, serta ketidakoptimalan iplementasi Undang Undang perlindungan pekerja migran
Indonesia (UUPPMI). Selain itu terdapat kasus penolakan hak hak dasar dan ketidaktepatan
penyampaian informasi mengenai pemilu yang merugikan buruh migrant Indonesia. Persoalan
yang dialami buruh migrant dapat disklasifikasikan ke dalam tiga tahapan yakni tahap sebelum
keberangkatan (Pre-departure), kedatangan (post arrival), dan penyesuaian kembali (re-
intergration) pada tahap sebelum pemberangkatan ditemukan buruh mogran yang mengalami

persoalan pemalsuan identitas yang cukup tinggi, petsoalan gaji dan penempatan bekerja.

Pemberitaan baik melalui media cetak maupun elektronik masalah buruh migran
berkaitan dengan tingginya tinggat kekerasan yang dialami buruh migran cenderung rentan
terhadap proses perdagangan dalam hal ini perdagangan perempuan, anak dan organ tubuh
manusia. Seringkali buruh migran Indonesia berganti ganti majikan karena adanya kolusi majikan
dengan agency di mana pekerja migran Indonesia ditempatkan, sehingga sulit untuk melacak
keberadaan seorang buruh migran berdasarkan nama majikan yang tertera di paspor
penampungan buruh migran kenyataannya dijadikan buruh migrant menjadi budak seks.

Sungguh sangat menyedihkan bila di satu pihak jumlah penempatan PMI pertahun terus
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bertambah sementara di pihak lain perlindungan hukum dari Depnakertrans belum maksimal.
Padsa tahun 2024 total ada sekitar 297 ribu pekerja migrant Indonesia (PMI) yang di tempatkan
ke luar negeri, dengan Negara utama tujuan adalah Hongkong, Taiwan, dan Malaysia dan Saudi
Arabia. Sebagaian besar penempatan terkonsentrasi pada jabatan sebagai pekerja rumah
tangga (house maid) dan perawat (caregiver). BP2MI juga telah meluncurkan program
pembiayaan KUR penempatan PMI untuk mendukung calon pekerja migran untuk mengurangi
ketergantungan pada pinjaman informasi beresiko tinggi. Hingga akhir tahun 2024 terdapat
sekitar 296.970 PMI yang berhasil ditempatkan , mengalami peningkatan 8,40% dibandingkan

tahun sebelumnya.

Apabila melihat kenyataan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia timbul pertnyaan
bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PMI selama ini, apabila dikaji dari sudut pandang
hukum perjanjian apakah asas asas hukum perjanjian telah diterapkan dalam penempatan PMI
ke luar negeri. Persoalan yang menimpa TKI tidak hanya menyangkut masalah devisa melainkan
menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2017 adalah tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang Undang
ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan hukum, ekonomi,
dan sosial bagi pekerja migran ndonesia (PMI) serta keluarganya. Undang Undang ini juga
memperkuat peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), yang kini menjadi Pekerja Imgran Indonesia (BP2MI). Badan yang berperan dalam
mengirimkan tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara resmi adalah Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia melalui perusahaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3Ml)
yang dulu dikenal dengan nama Perusahaan perusahaan penempatan PMI . BP2MI adalah badan
pemerintah yang bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan PMI sementara
P3MI/PJTKI adalah badan uaha yang mendapatkan izin pemerintah untuk merekrut,melatih, dan
mengurus dokumen keberangkatan TKI ke luar negeri serta memfasilitasi penempatan PMI di

Negara tujuan.

Permasalah pekerja migran Indonesia di luar ngeri adalah kekurangan perlindungan
hukum, perlakuan tidak manusiawi, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian

dan kelusitan akses komunikasi dengan KBRI. Masalah ini diperparah oleh kurangnya
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pengawasan, dokumenyang tidak lengkap, dan banyaknya pekerja migran illegal yang rentan
terhadap perdagangan orang dan eksploitasi. Keadaan yang tidak menguntungkan baik dari segi
pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikologis menyebutkan PMI tidak mempunyai pilihan lain
selain mennandatangani perjanjian kerja tersebut, akibatnya adalah praktek penipuan dan
pemerasan terhadap PMI atau pekerja migrant Indonesia yang dilakukan oleh para calo an
perusahaan penyalur tenaga kerja pada saat pemberangkatan, pemotongan upah, tindak
kekerasan dan pekerjaan yang tidak layak dari pihak pengguna jasa sering dialami oleh pekerja

migran Indonesia (PMI).
Rumusa Masalah

1. Apakah asas asas hukum perjanjian yang diterapkan dalam perjanjian kerja pekerja
migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
2. Apakah sah perjanjian kerja pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan perjanjian kerja

dengan orang tidak dikenal (Rekrutmen).
Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui asas asas hukum perjanjian yang diterapkandalam perjanjian kerja,
pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerja pekerja migrant Indonesia (PMI)

melakukan perjanjian kerja dengan orang tidak kita kenal (Rekrutmen).
METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang
mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang undangan. Soejono Soekanto
berpendapat bahwa penelitian normative merupakan peneliian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau dengan kata lain menggunakan data sekunder. Dalam
melakukan penelitian normative atau yang disebut penelitian dokrinal mempergunakan data
sekunder saja, yaitu peraturan perundang undang Keputusan Menteri, Teori hukum dan

pendapat para ahli.
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Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang undangan yakni
pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait
dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual yakni pendekatan dengan mengkaji
konsep konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder serta bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara terstruktur dengan menggunkan
panduan pertanyaan pada saat wawancara digunakan pendekatan dialogical interpretation yaitu
dialog antara peneliti dengan subyek penelitian untuk menangkap makna subyektif maupun
obyektif untuk menggali tidak sajalah hal hal yang diketahui atau dialami oleh subyek yang
diteliti, tetapi juga hal hal yang tersembunyi pada para sumber informasi. Pengumpulan bahan
hukum dilakukan dengan menginventarisir kemudian diklasifikasi sesuai dengan pokok masalah
yang dibahan dalam. Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya klasifikasi sedemikian rupa
selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik dengan silogisme berpikir deduktif dan induktif.
Bahan bahan hukum dianalisis dengan pemaparan secara sistematis terhadap ketentuan
ketentuan hukum yang tidak jelas yang digunakan adalah penalaran analogi dan penalaran

acontrario.
PEMBAHASAN

Menrut pasal 1313 KUHPerdata, persetujuan itu diberikan pengertian suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, definisi ini dianggap
tidak jelas dan terlalu luas. Definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal
ini terlihat dari rumusan masan kalimat yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya kepada satu orang atau lain. Mengingat kelemahan tersebut J. Satrio mengusulkan agar
rumusan dirubah menjadi “atau” di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Dikatakan
terlalu luas karena rumusan “suatu perbuatan” apabila dilihat dari skema hukummaka peristiwa
hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik perbuatan subyek hukum

lainnya misalnya : onrechtmatigedaad dan zaakwaarming. Suaru zaakwaaeneming merupakan
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perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan

persetujuan.

Sedangkan onrechmatigedaad memang bisa timbul karena perbuatan orang dan sebagai
akibatnya timbul suatu perikatan di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu
prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan. Perjanjian kawin dalam hukum
keluarga atau perkawinan berdasarkan rumusa perjanjian pasal 1313 KUHPerdata dapat
digolongkan sebagai perjanjian. Kata perbuatan pada rumusan tentang perjanjian sebagai yang
disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata lebih tepat kalau diganti dengan kata perbuatan
hukum / tindakan hukum mengingat bahwa dalam suatu perjanjian akibat hukum yang muncul
memang dikehendaki para pihak dan didlamnya juga ada kata sepakat yang merupakan ciri dari
perjanjian(pasal 1320 KUHPerdata) yang tidak mungkin ada ponrechmatigedaad dan zaak
waarneming. Subekti mendefinisikan kontrak adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

orang lain.

Dalam hukum kontrak dikenal dengan tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling

berkaitan yaitu :

1. Asas konsensualitas
Dengan asas konsensualitas kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau
persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebu, asas
konsensualitas ini berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia yang
maksudnya adalah telah diletakkannya perkataan seseorang, orang itu ditingkatkan
martabatnya sebagai manusia. Inti dari dari kesepakatan adalah suatu penawaran yang
dieksseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya yang bisa datang dari kedua belah
pihak secara timbal balik

2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak
Janji itu mengikat diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, walaupun demikian dalam
suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya karena isi dalam suatu perjanjian
ditentukan oleh para pihak, maka orang yang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri,

janji yang diberikan kepada pihak laindalam perjanjian, jadi orang terikat bukan karena ia
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menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya. Asas inilah yang menjadi kekuatan
mengikatnya perjanjian, hal ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum
yang pelaksanaannya wajib ditaati.
3. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mengikat setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat
kontrak dengan siapapun juga, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang
berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Asas konsensualisme berkaitan dengan akibat
hukum dan asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak. Asas kebebasan
berkontrak memang asas yang baik dan patut, tetapi kalau para pihak yang saling
berkaitan diri tidak seimbang, maka kebebasan berkontrak ini dapat menghasilkan suatu
perjanjian yang berat sebelah yang dirasakan terlalu memberatkan dan kerenanya
dirasakan tidak patut. Kebesan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di
dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Adanya kelebihan
ekonomis ataupun psikologis pada salah satu pihak lebih dominan dalam menentukan
syarat syarat perjanjian, seperti yang sering tampak dalam perjanjian standar, sehingga
para pihak yang lain hanya ada kesepakatan untuk menerima atau menolak perjanjian
yang disodorkan kepadanya dan karenanya orang menyebutkan perjanjian seperti itu

sebagai adhesia contracten.

Dalam 1320 KUHPerdata yang menetapkan syarat sah perjanjian sekaipun prestasi dan
kontrak prestasi kedua belah pihak tidak seimbang. Kemudia lahir adanya berbagai pembatasan
kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan
perundang undangan maupun melalui pengadilan. Secara lebih kontrit oembatasan ini tampak
pada larangan undang undang atas perbuatan perjanjian perburuhan antara suami isteri (pasal
1601KUHPerdata), oarng tidak diperkenankan memperjanjiakan suatu hal mengenai warisan
yang telah terbuka (pasal 1334 KUHPerdata). Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata Hakim
diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan
itu melanggar kepatutan dan keadilan yang berti Hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi

perjanjian. Menurut Setiawan asas kebebasan berkontrak tak lagi tampil dalam bentuk
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seutuhnya. Di Negara Negara yang menganut system Common Law banyak dilakukan terhadap

asas tersebut melalui peraturan perundang undangan dan putusan Hakim.

Ada beberapa aspek perjanjian yang akan digunakan untuk membahas pengrekrutan TKI
ke luar negeri yaitu Unsur unsure yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan dalam

beberapa kelompok yaitu :

a. Unsur Essensalia

b. Unsur Naturalia
Kata sepakat dianggap tidak terjadi jika terjadi hal hal disebut di bawah ini yaitu :

1. Adanya kesesatan atau kekeliruan (dwaling

2. Adanya paksaan (Dwang)

3. Adanya penipuan (bedrog)

4. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van de amstandegheden)
Menurut dotrin dan yuridiksi ternyata perjanjian perjanjian yang mengandung cacat
seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja pihak yang merasakan telah
memberikan pernyataan mengandung cacat tersebut dapat meminta pembatalan

perjanjian.

Asas pacta sund servanda atau yang lebih dikenal dengan asas kekuatan mengikatnya
kontrak menentukan bahwa adanya consensus dari para pihak, maka kesepakatan itu
menimbulkan kekuatn mengikat perjanjian sebagaimana layaknya Undang Undang.
Permasalahan adalah dengan menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya Undang
Undang. Perjanjian penempatan kerja yang telah dispakati pekerka migrant Indonesia dengan
perusahaan yang memberangkatkan sering menjadi boomerang terutama bagi pekerja migrant
Indonesia. Pihak pengguna jasa sering merasa kurang puas kualitas pekerja migran Indonesia
(PMI) yang ia terima, sementara telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk itu. Di lain
pihak PMI sering merasa kecewa dengan perlakuan dari pihak pengguna jasa karena tidak sesuai
dengan isi perjanjian penempatan kerja maupun perjanjian kerja. Menyikapi permasalahan
tersebut di atas, sebelum PMI menandatangani perjanjian penempatan kerja, pihak perusahaan

yang memberangkatkan seharusnya memberitahukan terlebih dahulu tentang ketentuan
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ketentuan adan adat kebiasaan yang berlaku di neara tujuan, sebab apabila perjanjian tersebut
sudah ditandatanggani oleh PMI maka ia harus patuh mematubhi isi dari perjanjian tersebut. Suatu
perjanjian yang paling penting adalah isinya karena isi dari suatu perjanjian ditentukan oleh para
pihak, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak
lain dalam perjanjian, sehingga orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia
memberikan janjinya. Janji bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga kewajiban
hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Selain alasan alasan tersebut di atas perlu juga
diketahui bahwa peraturan peraturan perundangan yang dijadikan dasar dalam perbuatan
perjanjian kerja dan perjanjian penempatan kerja antara pengguna jasa dengan Perusahaan

Mengirim PMI dan PMI adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam perjanjian penempatan kerja memang telah diatur mengenai lamanya jam kerja bagi
PMI, tetapi hanya berlaku bagi mereka yang beralku di lingkungan domistik, hal ini tidak diatar
dan sekalipun lamanya jam kerja bagi PMI diatur, tidak ditentukan pukul berapa PMI harus mulai
bekerja dan pukul berapa PMI dapat mengahiri pekerjaannya. Kelemahan ini dimamfaatkan oleh
majikan untuk mengeksploitasi tenaga yang dimiliki oleh PMI. Sehingga sering terjadi PMI tidak
mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah dan istirahat. Tindakan majikan yang yang
menganggap rendah terhadap waktu ibadah bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam
pasal 28 (1) UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan waktu ibadah harus dinyatakan secara terbuka
terutama terhadap majikan yang berlainan yang berlainan agama. Karena banyak sekali terjadi
penyelewengan yang menyalahi kodrat kemanusiaan. Di mana pembantu rumah tangga yang
beragama islam merasa tidak aman bekerja dengan majikan non muslim dan majikan telah gagal
menciptakan suasana harminis dengan pekerjaannya dan bahkan bertindak diluar batas batas
kemanusiaan. Satu hal yang perlu diingat bahwa KHUPerdata tidak dianut asas Justuta Pretium
sehingga tidak ada persyaratan dalam KUHPerdata yang mengharuskan terciptanya
keseimbangan antara prestasi kedua belah pihak termasuk antara PMI dan pengguna jasa dalam
perjanjian penempatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan
syarat syarat perjanjian sehingga perjanjian tetap sah, sekalipun prestasi dan kontraprestasi
kedua belah pihak tidak seimbang. Kasus kasus yang dialami oleh PMI tersebut tidak lepas dari

asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Dari sinilah kemudian timbul campur tangan pemerintah
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melalui peraturan perundang undangan untuk mengatur mekanisme penempatan PMI ke luar
negeri termasuk dalam hal ini perbuatan perjanjian penempatan kerja, namun disayangkan
adalah bahwa di balik peraturan perundang undangan ternyata masih banyak penyimpangan dan
kelemahannya.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat yang meliputi subyek dan obyek perjanjian. Keempat syarat untuk sahnya
perjanjian tersebut adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyek, sedangkan syarat, yang
ketiga dan keempat adalah syarat yang menyangkut obyek. Suatu perjanjian yang
mengandung cacat pada subyeknya dapat dimungkinkan untuk dibatalkan sedangkan

perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian. Mariam Darus Madarulzaman

mengemukakan beberapa teor mengenai lahirnya perjanjian tersebut yaitu :

1. Teori kehendak mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak
penerima dinyatakan.

2. Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang
dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3. Teori pengetahuan mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah
mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.

4. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan

dikehendaki, dianggap layak, dan diterima oleh pihak yang menawarkan.

Menurut diktrin dan yurisprodensi ternyata perjanjian perjanjian yang mengandung cacat
seperti tetap mengikat para pihak, hanya saa pihak yang merasakan telah memberikan

pernyataan mengandung cacat tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian. Ridwan

Z"—.I turnltln Pagina 17 de 23 - Engrega de integridad Identificador de la entrega trn:oid:::2945:312873023



z"-.l turnitin Pagina 18 de 23 - Engrega de integridad Identificador de la entrega trn:oid:::2945:312873023

KHairandy berpendapat bahwa dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang telah
merupakan perjumpaan ketetapan , maksud persetujuan adalah perjumpaan dari dua atau
lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan, atau akan dilakukan. Kesepakatan timbale
balik untuk melaksanakan seatu agreement itu sendiri mensyaratkan adanya affer and
acceptance oleh para pihak. Menurut Amerika Restatement Controct adalah manifestasi
kehendak untuk mengadakan transaksi yang dikalukan agar orang lain tahu bahwa
persetujuan di dalam transaksi itu diharapkan dan hal itu akan menutup tarnsksi tersebut.
Offer adalah pernyatan mengenai syarat syarat yang dikehendaki offeror (pihak yang
menawarkan) supaya mengikat jika tawaran itu diterima oleh pihak afferee (ihak yang

menerima tawaran).

Tidak semua penawaran memiliki konsekuensi hukum. Ada beberapa penawaran yang

tidak termasuk penawaran dalam arti hukum menurut Abduk Kadir Muhamad yaitu :

1. Ajakan untuk melayani semata.
Ini adalah suatu indikasi bahwa seseorang berkehendak untuk melakukan perundingan,
tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan syarat-syarat yang disebutkan.

2. lIsapan jempol atau bualan semata
Dalam hal ini seseorang yang akan memperhatikan secara serius, seperti merek yang
tertera pada paket tidak dianggap sebagai suatu tawaran tetap.

3. Pernyataan kehendak
Pernyataan kehendak juga tidak bermaksud membentuk suatu dasar perjanjian dan
bukan tawaran.

4. Semata mata memberikan tawaran.
Jawaban terhadap permohonan untuk memperoleh informasi bukan suatu tawaran yang

dapat diterima.

Syarat sah perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan
untuk membuat perikatan. Disini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan
perjanjian. Kata membuat perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsure niat,

(sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan tepat untuk perjanjian yang merupakan
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tindakan hukum, apabila karena unsure tersebut dicantumkan sebagai unsure sahnya perjanjian,
maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena Undang Undang. Menurut J.
Satrio istilah yag tepat untuk menyebutkan syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah

kecakapan untuk membuat perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdata
menunjukan bahwa sesuatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang palin
dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian memiliki obyek tertentu, berarti bahwa apa yang
diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam
perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi

prestasi perjanjian tersebut atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Syarat sahnya perjanjian keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa
yang diterjemahkan dari kata orzaak (belanda) atai causa (latin) bukan berarti sesuatu yanfg
menyebutkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengaju kepada isi perjanjian dan tujun
perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah
pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya
menghendaki uang. Menurut pasal 1335 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang
jika betentang dengan Undang Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan
bertentangan dengan Undang Undang, jika kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya

bertentang dengan Undang Undang yang berlaku.

Kalau suatu perjanjian sudah dilaksanakan, maka tercapailah tujuannya dan musnahlah
perjanjian itu, artinya terhentinya adanya suatu perhubungan hukum yang dinamakan perjanjian.
Pelaksanaan perjanjian yang terjadi tepat seperti yang dicita citakan oleh kedua belah pihak pada
waktu terbentunya perjanjian itu dalam Burgerlijk Wetboek dinamakan betaling (pembayaran),
seolah olah kedua belah pihak semua pelaksanaan perjanjian berupa suatu pembayaran uang
tunai dan diatur dalam title IV Buku Ill. Pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam
arti yang sebenarnya yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian, dapat

disamakan dengan pembayaran, oleh karena perbedaan haknya terletak pada tidak tersedianya

Z"—.I turnltln Pagina 19 de 23 - Engrega de integridad Identificador de la entrega trn:oid:::2945:312873023



z"-.l turnitin Pégina 20 de 23 - Engrega de integridad Identificador de la entrega trn:oid:::2945:312873023

pihak berhak untuk menerima suatu pembayaran, akan tetapi penerimaan itu oleh hukum
dianggap sudah terjadi, maka dengan ini dapat dikatakan, bahwa tujuan perjanjian adalah
tercapai. Dalam pasal 1382 KHUPerdata ayat 1 mengatakan bahwa pembayaran yang berakibat
pembebasan pihak berwajib dapat dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan

dalam hal pembayaran itu, seperti seorang kawan berhutang.

Keabsahan perjanjian kerja dengan orang yang tidak kita kenal yaitu perjanjian yang
dibuat antara PMI dengan pengguna jasa sebenarnya tidak pernah ada kata sepakat, sebab dalam
surat perjanjian penempatan PMI ke luar negeri yang bertindak selaku pengguna jasa majikan
adalah pelaksana penempatan PMI swasta, padahal pelaksanaan penempatan PMI Swasta
hanyalah berkedudukan sebagai agen penyalur saja bukan sebagai majikan kecuali apabila
pelaksanaan penempatan PMI Swasta diberi surat kuasa oleh pengguna jasa guna
menandatangani perjanjian kerja tersebut, sehingga berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata hal ini
dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kalaupun
tidak maka telah terjadi kekeliruan atau kesesatan (dwgling) dalam perjanjian ini. Kesepakatan
yang sebenarnya terjadi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaksana penempatan
TKI Swasta. Ada dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengiriman yang berlaku dalam
kesepakatan antara pengguna jasa dengan pelaksana penempatan PMI Swasta, apabila dikaitkan
dengan teori kehendak, maka kesepakatan tersebut terjadi pada saat pihak pengguna jasa
mengirimkan permintaan adalam bentuk job order atau letter of demand kepada pelaksana
penem;patan PM Swasta, apabila dikaitkan dengan teori pengiriman maka kesepakatan terjadi
pada saat pelaksanaan penempatan PMI Swasta memberikan jawaban yang ditandai dengan

perbuatan recruitment agreement antara kedua belah pihak.

Paksaan (dwang), penipuan (bedrong) dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van de
omstandegheden) juga terjadi dalam suatu perjanjian penempatan antara pengguna jasa diluar
negeri dengan PMI. Bukti adanya paksaan dapat ditunjukkan bahwa pada saat akan
menandatanggani perjanjian penempatan kerja, calon PMI pada saat akan menandatangani
perjanjian penempatan kerja, calon PMI dihadapkan pada dua pilihan, pertama menandatangani
perjanjian penempatan kerja tersebut walaupuntidak ada keseimbangan antara prestasi dengan

kontraprestasi kedua belah pihak. Kedua menandatangani perjanjian penempatan kerja ang
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berarti calon PMI akan kehilangan semua biaya yang telah dikeluarkan tanpa adanya ganti rugi
pihak pelaksana penem;patan PMI Swasta. Permasalah tersebut dapat dicegah apabila pada saat
pembuatan perjanjian penempatan kerja antara PMI dengan pelaksana penempatan PMI Swasta
hendaknya kedua belah pihak didampingi oleh kuasa hukum yang mengetahui betul regulasi dan
peraturan perundang undangan Negara dimana perjanjian penempatan kerja itu akan

dilaksanakan oleh Negara penerima.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penerapan asas asas hukum perjanjian kerja PMI ke luar negeri belumdilaksanakan
sebagaimana mestinta. Paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan terjadi dalam
perjanjian kerja PMI ke luar negeri.Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan kondisi
ekonomi, sosial, pendidkan ataupun, psikologis pada pihak calon PMI, dalam perjanjian kerja
megakibatkan pihak pengguna jasa dalam hal ini melalui pelaksanaan penempatan PMI
Swasta lebih dominan dalam menentukan syarat syarat perjanjiandalam perjanjian kerja.

2. Perjanjian yang dibuat antara PMI dengan pengguna jasa sebenarnya tidak pernah ada kata
sepakat, sebab dalam surat perjanjian penempatan TKI ke luar negeri yang bertindak selaku
pengguna jasa adalah pelaksanaan penempatan /perusahaan PMI Swasta, padahal pelaksana
penempatan PMI Swasta sebagai agen penyalur saja, buakn sebagai majikan. Sehingga
berdasrkan pasal 1320 KUHPerdata dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsure
subyektif dari syarat sahnya perjanjian. Paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan juga
terjadi dalam pembuatan perjanjian penempatan antara pengguna jasa di luar negeri dengan
PMI. Bukti adanya paksaan dapat ditujukan pada saat akan mendatantangaani perjanjian

penempatan kerja.
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Saran Saran

Perlu adanya pengawasan pemerintah secara berkala terhadap pekerja migran yang bekerja
di luar negeri supaya terjamin hak hak pekerja migrant Indonesia serta tidak ada pelanggaran
hak asasi manusia (HAM).

Masing masing pekerja migran Indonesia wajib didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara

sehingga jelas perjanjiannya termasuk jem pekerja, tempat bekerja dan upah yang didapat
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